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TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYLUIMAS

NUMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BANYUMAS,

melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk
meningkatkan keseimbangan pemanfastan muang,
diperlukan adanya arzhan mengenai pemanfaatan
ruang secara pasti;

. bahwa unmk tersclenggaranva pecmanfastan ruang

yang berwawasan lingkungan, kepastian pengaturan
pemanfiatan ruang kawasan lindung dan kawasan
budidaya, dan mewujudkan keseimbangan
kepentingan pelestarian lingkungan hidup,
keseighteraan rakyat, danm kesmanan umum,
diperiukan adanya arahan kebijakan umum yang
berkeadilan dan adanya kepastian mengenal arahan
pemanfaatan ruang.

bahwa dengan adanya perkembangan kegiatan
pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas,
maka Peramman Daerzh Kabopaten Banyumas
Nomor 12 Tahun 1993 ientang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat [I Banyumas,
periu dilakukan Evaluasi dan Revisi;
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Mengingat

- bahwa sehubungan dengan hal rersebut di atas,
perlu mmwmmm
Wilayah ten Banyumas dengan Peramuran
Daeragh;

. Undang-U Nomor 13 Tahun 1950 tcntang
pembentukan -daerah Kabupaten Dalam

Linghungan Propinsi Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia ‘Tahun 1950 Nomor 24,
Berita Daerah Tanggal 8 Agustus 1950);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indons¢ia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Nomer2043);

. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 1967 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
(Lembsran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 2831);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian (Lembaran NMNegara Republik
Indonesia Tabun [984 MNomor 22, Tambahan
Lembaran NMegara Republik Indonesia Nomor
3274),

. Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabum 1990 Nomor 45, Tambahan
w Negara Republik Indonesia Nomor

. Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1990 tentang

Kepariwisataan (Lembaran NegaraRepublik

[m&mia Tahun 1990 Nomor 78, Tambalan

ﬂzl‘%bm Negara Republik Indonesia Nomor
%

12.

13.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1092 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3459);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 fenlang
Benda Cagar Budayn (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 27, Tambzhan
Hmn'?l]}' Negara Republik Indooesia Nomor

Undang-Unaang Nomor 12 Tahun 1992

Sitem Budi Daya Tanaman ( Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan |embaran Negara Republik Indoncsia
Nomeor 3478);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan { Lembaran Negara
Republik lndonesia Thhun 1992 Nomor 49,
Tembahan [ embaran Nepgara Republik Indonesia
Nomor 3480);

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992

tentang
Penataan Puang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Momor 115, Tambahan
;.ggilnm Negara Republik Indonesia Nomor
S01);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 renrang
Pengelolaan I.ingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Echutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor J888),
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14,

1S,

16.

17.

[8.

19.

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 tentang
Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tamhahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247
)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4277),

Undang-Undang Nomor 31 mhun 2004 tenmang
Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2004 Nomor L8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sehagaimans telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik [ndomesia Tahun 2005 MNomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
4548);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3186);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tabun 1982
tentang Tata Cara Pongatwran Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tshun 1982 Nomor 37,
Tambahsn Lembaran Negara Republik Indmu
Nomor 3225);
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2l.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indmnm'lhhmlﬂ&ﬂm!‘? Tambahan
;.;g;urmﬂemllmbhkﬁﬂmnu‘immr

Perauran Pemerimah Nomor 28 Tahun (985
tentang Perlindungan Huran (Lembaran
Negaralepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3294);

Peramuran Pemerintah Nomor 14 Tehun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan di Bi Umum Kepada
Daerah (Lembaran MNegara Republik [ndomesia
Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun [991
tentang Sungal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
3445),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serts
Bentuk dan Tata Cama Peran serta Masyarakat
dalam Pepataan Ruang (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1996 Nomor 104,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 3660);

Peraturan Pemerintash Nomor 47 Tahun 1997
teniang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Rgpn!:lil:[ndumsi:ﬂmrlmi:
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29.

30.

a3.

. Peraturan Pemerintash Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
WHM Republik IndonesiaTahun 1999

omor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3838);

Peramran Pemerintah Nomor 77 Tabun 2001
tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan
ﬂmﬂmmmhmhﬂm

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang
W Timah Bagi Pembangunan Eawasan

. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang

Kawasan Industri;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun

1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di
Indonesia sebagai dasar Rencana Penetzpan
Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan ;

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 01.P/47/MPE/1992 teniang Ruang Bebas
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan
SﬂmUﬁnThgmnglmn'I’mggt (SUTET)
untuk Penyzluran Tenaga Listrik;
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37.

3B.

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 8 1ahun
1968 tentang Penataan Ruang di Daerah ;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai,
Daerah Manfaat Sungai dan Helas Sungai;

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang
Enam Pedoman Penataan Ruang;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21
Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Dasrah Propinsi
Jawa Tengzh Tahun 2003 Nomor 133);

Peraturan Deerah Propinsi Jawa Tengah Nomor
22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Dacrah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 No.
134);

Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor
20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 33 Seri

D).

Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 2
Tahun 2001 ieotang Program Pembangunan
Daerah (Propeda) Kabupaten Banyumas Tahun
2002-2006 (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomaor
34 Seri D), schagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2003 Nomor 20 Seri E);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KARUPATEN BANYUMAS

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYTUIMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
2.
3.

4.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Bupati adalah Bupati Banyumas;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disesbut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Baurywinas;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya
disebut RTRW Knbupaten Banyumas adalah Kebijakan Pemerintzh
Kabupaten Banyumas yang menetapkan Iokasi dari kawasan yang
harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasulk
kawasan produksi dan kawasan permukiman. pola jaringan prasarana
dan wilayah-wilayah dalam FKEabupaten Banyumas yang aksn
diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
Ruang adalah wadah yang meliputi mang daratan, ruang lauan, ruang
udlara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhhuk
hidup lainnya hidup melakukan kegiatan memelihara kelangsungan
hidupnya; '

10.

12.

13.

14
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16.

Tata Ruang adalsh wujud strukiural dan pola pemanfaatan ruang, baik
direncanakan maupun tidak;

Penataan Ruang adalah proses perencansan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses penyusunan tata ruang
manusianyz dengan pemanfaszn ruang yang sccara  struktur
menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai
kegiatan,

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaarn tata ruang;

Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanyz yang batas dan sistemma ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional;

Kawasan adalah suatu wilayah dengan fungsi vtama lindung dan
budidaya;

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fumgsi
utama melindungi kelesmrian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam dan sumberdayz buatan;

Kawasan Budidaya adalah kawasan vang ditctapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayzkean atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;

Kawasan Permukiman adalah hagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidunpan dan
peaghidupan; '

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
perianian termasuk pengolahan sumberdaya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempal permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintah, pelayanan sosial dan ekonomi;

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyzai kegiatan utama
bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemasaran dan distribusi pelavanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi:
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17.

18.

19.

Kawasan Terteatu adalah kawasan yang ditctapkan secara pasional
mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu dipriaritaskan
penanganannya serta memeriukan dukungan penataan ruang segera
dalam kurun waktu perencanaan;

Kawasan Srrategis adalah kawasan yang mempunyai linglup pengaruh
yang berdampak regional, penguasaan dan pengembangan lahan
relarif besar, mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik sert
mempunyai daya tarik investasi:

Kawasan Khusus adalah kawasan perbatasan dan kawasan
pectumbuban lambat yang memerlukan perhatian dan penanganan
secarn khusus;

. Kawasan Perunmikan Industri adalah bhentangan lahan yang

diperuntukken bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daersh yang
bersangkutan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan asas ;

aq

b.

Pemanfaatan ruang bagi scmua kepentingan sccara terpadu, berdaya
guna dan herhasil guna, serasi, selaras, seimhang, dan berkelanjutan.

Eeterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungzan hukum,

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Rencana Umum ‘lata Ruang Wilsyah Kabupaten Banyumas bertujuan

untuk :

.

Terciptanya keserasian dan kescimbangan antara lingkungan dan
sebaran kegiatan yang dicerminkan oleh intensitas penggunazn lahan
atau fungsi-fungsi bagian wilayah Kabupaten Banyumas,

Terciptanya daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan
dan pengelolaan ruang di wilsyah Kabupaten Bamyumss yang
direncanakan dari aspck pola pemanfaatan yang berwewnsan
lingkungan hidup, pengawasan dan pengendaliannya.
Terselenggaranya program pembangunan yang lebih tegas di wilayah
Kabupaten Banyumas.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas adalah -

a.
h.

Memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya.

Memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat

permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah, dan kawasan yang
ta dinioritasl

Memberikan arahan kebijakan yang menyangkul (a(a guna tanah, tata

guna air, tata guna hutan dan tata guna sumberdaya alam lainnya seria

kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan.



Bagian Keemput
Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumnas adalah -

4. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas unmuk
meneiapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-
pm}fekpambmmmgbarhmdagmpemmﬁatmnmgdl

b, Schm&ﬁﬂhg&mhhﬂlhﬂmmﬂmumdﬂm
pemberian ijin pemanfaatan ruang;

¢. Scbagai pedoman bagi mesyarakat untuk berpartsipasi dalam
pemanfastan ruang,

BAB IN
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian pertama
Hak

Pasal 6

(1) Seliap orang mempunyai hak yang sama uniuk berpartisipasi dalam
penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendafian RTEW
Kahu;mm Banyumas sesuai peraturan perundang-undangan yang

(2) &mm&rﬂmﬂmﬂmﬁumﬁmmmwm
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas secara (epat dan mudah,

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh penggantian yang layak atas
kondisi yang dialaminya sebagai akibat adanya pelaksanaan kegiaman
pembangunan lain yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas.
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Bagian keduna
Kewajiban

Pasal 7

(1) Setiap orang, badan dan lembaga wajib unmk mentaati RTRW
Kabupaten Banyumas.

(2) Setiap orang, baden dan lembaga wajib berperan serta dalam
memelihara kualitas ruang.

(3) Setiap orang, badan dan lembaga yang melaksanalan kegiatan
pembangunan dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain wajib
melakukan tindakan atau kegietan sesuni dengan pernturan
perundang-undangan yang beriaku.

BAE IV
KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAEKTU RENCANA
Bw- I u m
Kedudukan

Paszal 8

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas adalah :

a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Jawa Tengah, kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku dan
Program Pembangunan Daerah ;

b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)

¢ Mecrupakan dasar pemyusunan Rencana Tata Ruang jenmjang di
bavahmya.
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Bagian Kedua
Wilayah

Pasal 9

Wilayah perencansan dalam Rencama Tam Ruang Wilayah Kabupaten
Bmmmmmmmmmmm seluas
132.759,56 Ha (Seratus tiga puluh dua ribu tujuh rams lima pulith sembilan
koma lima puluh enam hekrar).

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Rencana

Pasal 10

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ranyumss adalah 10
{sepuluh) tahun,

RAB V
STRUKTUR TATA RUANG
Bagian Pertama
Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

Pasal 11

I) Pum—ws&tpela}umdiﬁlﬂ'ahﬁhupatmﬂanymmmﬂm:
2. Kota Purwokerto berfumgsi sebagai Jenjang I;
bh. Kota Sumpiuh, Banyumas, Sokaraja, Cilongok, Ajiharang dan
Wangon, becfungsi sebagai Jenjang I11;
c. Kota-kota selain huruf a dan b berfungsi scbagai Jenjang TV.
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(2) Tata jenjang pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
{]}ndumub:ga{mmmdahmlmpimﬁx&m
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Feraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Sub Wilayah Pembangunan

Pasal 12

(1) wmmmﬂmmmwmscummwm

Pembangunan (SWP) sebagai beriku :

a. Sub Wilayah Pembangunsn [ dengan pusat pengembangan di kot
Purwokerto. Daerah pelayanan SWP I meliputi Kecamatan
Purwokerto Tinur, Kecamaan Purwnkerto Utara, Kecamatan
Purwokerto Barat, Kecamaran Purwokerto Selatan, Kecamatan
Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturraden,
Kecamatan Kedunghanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan
Patikraja, Kecamatan Kebasen dan Kecamatan Sckaraja. SWP1 ini
mempunyai sektor prioritas sektor perdagangan, di bidang sekior
listrik, gas dam air bersih, sektor angkutan/komunikasi. sektor
keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sedangkan sekior
pendukungnya adalah sektor penggalian, sektor industri.

b. Sub Wilayah Pembangunan 11 dengan pusai pengembangsn di
Ibukota Kecamatan Ajibarang. Daerah Pelayanan SWP [l meliputi
Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan
Pekuncen dan Kecamatan Gumelar. SWP [T ini mempunyai sektor
prioritas di bidang penggalian, sektor industri dan scktor
perdagangan, sedangkan scktor pendukungnya adalah sekior
listrik, gas dan air bersih dan scktor angkutan/komunikasi.

¢ Sub Wilayah Pembangunan 11 dengan pusat pengemhangsn di
Ibukota Kecamatan Wangon. Daerah pelayanan SWP I ini
mempunyai sekior prioritas di bidang penggalian dan sektor
perdagangan, sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor
industri, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor
algﬁmw‘ -i‘
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d. Sub Wilayash Pembangunan TV dengan pusal pengembangan di
Ibukots Kecamatan Banyumas. Dengan Pelayanan SWP [V
meliputi  Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kalibagor dan
Kecamatan Somagede. SWP IV ini mempunyai scktor prioritas i
Bidang peranian, sekior penggalian, sektor industri dan sektor
perdagangan, sedangkan sckior pendukungnya adalah sekior
listrik, gas dan air bersih dan sektor anglutan/komunikasi,

- Sub Wilayah Pembangunan V dengan Pusat Pengembangan di

Tbukota Kecamatan Sumpiuh. Daerah pelayanan SWP V meliputi
Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak dan Kecamatan
Kemranjen. SWP V ini mempunyai sektor prioritas di bidang
pertanian, penggalian, sedangkan sektor pendukunguya adalah
sektor industri, sektor listrik, gas dan air minum dan gektor
angkutan/komunikasi.

Pembagian Sub Wilayah Pembangunan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana terschut dalam Lampiran
Peta B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerahini.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pasal 13

(1). Jaringan Perhubungan darat terdiri atas :
a. Jalan Arteri Primer:

1). Jalan Arteri primer ying menghubungkan Wangon ke
Pekuncen melalui Ajibarang ;

2). Jalan Arteri primer yang menghubungkan Tambak ke
Lumbir melalui Kemranjen dan Wangon;
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b. Jalan Eolektor Primer

1) Jalan kolektor primer yang menghubungkan Kemranjen ke
Susukan melalui Banyumas;

2). Jalan kolektor primeryang menghubungkan Banyumas ke
Kalimanah melalui Sokaraja;

3) Talan kolekior primer yang menghubungkan Sokaraja ke
Ajibarang melalui Purwokerto;

4). Jalan kolekior primer yang menghobungkan Rawalo ke
Purwokerio melalui Patikraja;

5). Jalan kolsktor primer yang menghubunghkan Purwokerto ke
Baturraden melalui Pandak;

. Jalan Lokal

Jalan Lokal altcrnatif yang perhu ditinglatkan antara lain

1) Jalan Karangturi-Karanggedang, Kecamatan Sumpiuh;

2) Jalan Semampir-Larangan, Kecamatan Sumpiuh;

3) Jalan Karangjati-Karangsalam, Kecamatan Kemranjen;

Jalan Sokawera-Tanggeran, Kecamatan Somagede;

Jalan Purwojati-Cikakak, Kecamatan Purwojati dan Wangon;

Jalan Karangginung-Kebanggan-Banteran-Kotayasa,

Kccamatan Sumbang;

Jalan Barraden - Serang, Kecamatan Baturraden;

Jalan Sumbang-Wanawisata, Kecamatan Sumbang dan

Baturraden;

Jalan Sidamulih-Karangkemojing, Kecamatan Gumelar dan

Lumbir;

10) Jalan Binangun-Kalisalak, Kecamatan Banyumas;

11) Jalan Pancursndang-Sawangan-Jingkang Purwojati,
Kecamatan A jibarang dan Purwojati;

12) Jalan Wangon-Jurangbahas-Cirahab, Kecamatan Wangoa dan
Lumbir;

13)  Jalan Parungkamal-Canduk, Kecamatan Lumbir;

23 2488
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14)
15)

16)

18)
19)
20)
21)
22)

23)

4)
25)
26)

7)
28)
29)
30}

31)
32)

Jalan Notog-Karanganyar-Karangkemiri, Kecamatan
Partikraja dan Karanglewas;

Jalan Kecila-Petarangan-Karanggintung, Kecamatan
Kemranjen;

Jalan Teluk-Karangnanac-Wiradadi-Kalikidang-Pekaja,
Kecamatan Purwokerto Sclatan, Sokaraja, Kalibagor;

Jalan Karangduren-Sokaraja TLor-Kedondong-Sokaraja
Kulon, Kecamatan Sokamja;

Jalan Rawaheng-Pengadegan, Kecamatan Wangon;

Jalan Buniayu-Plangkapan Kecamatan Tambak;

Jalan Sanggreman-Purwojati, Kecamatan Purwojati;

Jalan Tambaksogra-Sumbang Kecamatan Sumbang;

Jalan Clempang-Tumiyvang-Menggala-Cipendok,
Kecamaian Pelameen:

Jalen Pegalongan-Gunungtugel, Kecamatan Patikraje dan
Kecamatan Purwokerto Selaman;

Jalan Baseh-Sunyalangu, Kecamatan Kedungbanteng;

Jalan Beji-Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng;
Jalan Hobogan - Pasir Wetan, Kecamatan Purwokerto Utara
dan Kecamatan Karanglewas;

Jalan Gancang-Cihonje, Kecamatan Gumelar;

Jalan Tlaga-Sidamulya, Kecamatan Gumeler;

Jalan Glempang-Klapagading Kecamatan Wangon;

Jalan Sckawera-Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dan
Somagede;

Jalan Bantar-Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang;

Jalan Pekuncen-Ajibarang melalui Cikembulan Lesmana;

(2). Jalan Kereta Api, yang menghubungkan Pekuncen ke Tambak
melalui Purwokerin, Patikraja, Kehasan, dan Kemranjen.

(3). Jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayal (1) dam avat (2) Pasal
ini, adalah sehbagaimana tersebut dalam lampiran Peta C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

I8
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Pasal 14

(1) Penyedizan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan
dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan
air dari kawasan budidaya pertanian.

(2) Prasarana dan sarana irigasi sehagaimana dimaksud zyat (1) pasal ini
adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peta D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perawran Daerah ini.

Pasal 1S

(1) Pengembangan energi listrik untuk menambah jumlsh kapasitas
terpasang serta kapasitas terpaiai, ditujukan unmk meningkatkan
semua aspek kegiatan masyarakat.

(2) Pemanfaztan nuang di bawah lintasan jaringan transmisi tsgangan

tinggi discsuaikan dengnn peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Pasal 16

Pengembangan jaringan telekomunikasi dapat menjangkau seluruh wilayzh
di Kabupaten Banyumas.
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BAB VI
POLA PEMANFAATAN RUANG
Ragian Pertama
Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan Lindung di Kabupaten Banyumas terdiri atas :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kewasan
bawahannya;

b. Kawasan perlindungan setempat;

€. Kawasan Suaka Alam dzn Cagar Budaya;

d.  Kawasan rawan bencana alam:

Pasal 18

Kawasan yang memberikan periindungan terhadap kawasan bawahanmya

sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf a peraturan daerah ini meliputi:

4. Kawasan huan lindung terletak ¢i kecamatan-kecamatan : Lumbir,
Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kcbascn, Kemmmjen, Sumpiuh,
Tambak, Sumagede, Banyumas, Patikraja, Purwojati, Ajibarang,
Gumelar, Pekurcen, Cilongok, Kamnglewss, Kedungbanicng,
Baturraden, Kalibagor, dan Sumbang.

bh. Kawasan resapan air terletak di kecamatan kecamatsn : Lumbir

Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Sumpinh, Tambak,

Somagede, Banyumas, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen,

Cilongck, Karangiewas, Kedungbanteng, Baturraden, Sumbang,

Kembaran, Sokaraja, dan Kalibagor.

Kawasan lindung diluar Kawasan hutan yang mempunyai kriteria

fisiograli seperti hutan lindung terletsk di kecamatan-kecamatan

Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen,

Sumpinh, Tambak, Somagede, Banyumas, Parikraja, Purwojati,

Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas,

Kedungbanteng, Baturraden, dan Sumbang.

20

L2

Pasal 19

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal
17 huruf b mencakup:
2. Kawasan sempadan sungai terdiri atas Sungai bertanggul dan
sungai tidak bertanggul
b. Kawasansempadan sekitar mata sir.

(2) Kotentuan sempadan sebagaimana disebut dalam ayat | disesuaikan
dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Kawasan suaka alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 hurufc Peraturan Daerah ini erdiri atas
s, Kawasan Suaka Alam terletak di Kecamatan Baturraden.

b. Kawasan Cagar Budaya, terletak di kecamatan-kecamatan: Wangon,
Banyumas, Karanglewas, Kebasen dan Purwokerto Barat.

Pasal 21

Kawasan rawan bencana alam sehagaimana dimaksud datam Pasal 17 huruf

d Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a. Kawasanrawan bencana alam banjir terletak di kecamatan-kecamatan
Wangon, Tambak, Swnpiuh, dan Kemranjen;

b. Kawssan rawan bencana alam gerakan tanah teletak di Kecamatan-
kecamatan : Lumbir, Wangon, Rawalo, Kebasen, Kemranjen,
Banyumas, Somsgede, Purwojari, Gumelar, Pekuncen, Cilongok,

. Patikraja, dan Kedungbanteng.
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Pasal 22

' Exw:aanlimlungmhagaimanammhmPuHIﬁH:mmnﬂmh
'-inilﬁdapudahmlnmpimnhtaﬂymgmmpakauhagiandm
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 23

Kawasan Budidaya di Kabupaten Banyumas terdiri atas -
. Kawasan Hutan Pmduksi:

Kawasan Partanian;

Kawasan Pertambangan;

Kawasan Perunnikan Industri;

Kawasan Pariwisata;

Kawasan Permukiman:

-

B L - F

Pasal 24

Kawasan hutan produksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hurufa

terdiri atas;

a. Kawnasan hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan-kecarmatan:
Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Purwgjati, Ajibarang,
Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Patikraja, Baturraden,
dan Sumbang;

b.  Kawasan hutan produksi t=tap yang terletak di Kecamatan-kecamatan:
Lumbir, Jatilawang, Purwojati, Ajibarang, Cilongok, dan Patikiaja.

Pasal 25

(1) Kawasan pertanian schugaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b
‘ Peramiran Daerah ini terdiri atas :

22

Kawasan pertznian tanaman pangan lahan basah terletak dj
Kecamatan-kecamatan  Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen,
Remmanjen, Sumpivh, Tambak, Banyumas, Patikraja, Purwojati,
Ajibarang, Pekuncen, Cilongok, : Kmmgmm
Batwrraden, Sumbang, Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja;

Kawmmmmmmmmpangmhmkmﬁ:gmrmm
Kecamatan-kecamatan Lumbir, Kemranjen, Sumipiuh, Tambak,
Kalibagor, Somagede, Ajibarang, Guinclar, Pekuncen, Cilongok, dan
Kecamatan Bawrraden:

Kawasan tanaman perkebunan terlctak di Kecamatan-kecamatan -
Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen,
Sumpiuh, Tambak, Banyumas, Patikraja, Purwojat, Ajibarang,
Cilongok, Kedungbanteng, Bamrraden, Sumbang, Kembaran,
Sckaraja, Kalibagor, dan Kecamatan Purwokerio Selatan

Kawasan Peternakan terdiri atas :

L. Ternak besar jenis Sapi Totong dan Sapi Persh i Kecamatan
Lumbir, Wangon, Jatilawang, Somagede, Banyumas, Pekuncen,
Cilongok, Karanglewas!

2. Ternak besar jenis Kerban di Kecamatan Lumbir:

3. Ternak besar jenis Kuda di Kecamatan Cilongok:

4. Ternak kecil jenis Kambing dan Domba di Kecamatan Lumbir,
Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Somagede, Banyumnas, Fatikraja,
Gumetar, Sumbang, den Cilongok;

+ Ternakkecil jenis Babi di Kecamatan Wangon:

. Ternak unggas jenis ayam bukan ras di Kecamatan-kecamatan -
Wangon, Jatilawang, Kebasen, Patikrzja, Ajibarang, Pekuncen,
Cilongok, Karanglewas, dan Kecamatan Sumbang;

7. Ternak unggas jenis ayam ras di Kecamatan-kecamatan Lumbir,
Wangon, Jatilawang, Kebasen, Somapede, Ajibaranz, Gumelar,
Peluncen, Cilongok, Karanglewas, dan Sumbang;

8. Ternak unggas jenis itk di Kecamatan-kecamatsn Wangon,
Jatilawang, Kebasen, Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Banyumas,
Rawalo, dan Patikraja,

b

=h La
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0. Ternak Aneka Terpak jeni¢ Puyuh di Kecamatan-kecamatan
Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Patikraja, Kalibagor,
Somageds, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Karanglewas,
Sokaraja;

10. Ttsrnak’hmh'll:makjmin Kelinci di Kecamatan-kecamatan :
Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden
dan Sumbang,

e. Kawaszan Perikanan rerletak di Kecamatan-kecamatan : Sumbang,

Batraden, Kedungbanteng, Pekuncen, Karanglewas, Patikmaja,

Rawalo, Cilongok, Banyumas, Kemranjen dan Kalibagor.

(2) Pengaturan usaha peternakan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf d akan diatur lebih lanjut melalul Peraturan Dacrah.

Pasal 26

(1) Kawasan Pertambangan scbagaimana dimaksud pasal 23 huruf ¢ terdiri

aLas |

a. Pertambangan Andegit terletak di kecamatzn-kecamatan: Pekuncen,
Cilongok, Karenglewas, Kedungbanteng, Patikraja, dan Sumbang,

b. Pertambangan Andesit Hormblende dan Granodiorit terletak di
Kecamatan Kedungbanteng;

¢. Pertambangan Bata Tempel Andesit terletak di Kecamatan
Kedungbanteng dan Kecamatan Pekuncen;

d. Pertambangan Diorit terletak Jdi Kecamatan Ajibarang dan
Kecamatan Purwojati;

¢. Pertambangan Basalt terletak di Kecamatan Lumbir, Wangon,
Jatilowang, Tambak dan Kemranjen Somagede, Banyumas, dan
Echasen;

[. Pertambangan Bat Gamping, Phospat dan Kalsit terietak di
Kecamartan Gumelar dan Kecamatan Ajibarang;

g. Pertambangan Pasir ferletak di Sungai-sungai : Serayu. Logawa,
Klawing dan Tajum;

h. Pertambangan Sirtu terletak di Sungai-sungai Logawa, Tajum,
Banjaran, Cangkok, dan Erukut;

24
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Jatilawang,, Purwojati, Kalibagor, Kembaran, dan Sokaraja,

(2) Pengaturan usaha pertambangan sebsgaimana dimaksud dalam ayar
{1}y akan diatur lebih lanjul melalui Peramran Dasrah.

Pasal 27

(1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
huruf d peraturan daerah ini terdird atas:

4. Industri hesar dan menengah terletak di Kecamatan Wangon,
Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Ajibarang, dan Kecanmian
Sokaraja;

b. Industri kecil dan rumah tangga terletak di semua kecamatan.

(2) Pengawran usaha Industri besar dan menengah sebapaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf & akan diatar lsbih lanjut melalui
Peraturen Daerah,

Pasal 28

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e

Peraturan Dacrah ini terdiri atas:

a.  Kawasan wisata alam ferletak di Kecamatan-kecamatan Wangon,
Rawalo, Kebasen, Banyumas, Somagede, Kalibagor, Purwojati,
Ajibarang, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedunghanieng,
Baturraden, dan Kecamatan Sumbang;

b, Kawasan wisata budaya terlerak di Kecamatan-kecamatan Wangon,
Kebasen, Banyumas, Karanglewas, den Purwokerto Barat;

¢.  Kawasan Wisata buatan rerletak disemua kecamatan_
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Pasal 29

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f

Peraturan Daerah ini terdiri atas

a. Kawasan permukiman perkotaan terletak di [bu Kota Kabupaten dan
kota-kotz ibukota kecamatan serta wilsyah yang mempunyai
karakteristik perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.

b. Kawasan permukiman perdesaan terletak di luar kawasan scbagaimana
dimaksud dalam hurufa.

¢. Hencana Tata Rnang Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana
tersebut dalam huruf a diztur melzlni Peramran Daerah.

Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturaan Dagrah ini
adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peta 11 yang merupakan
bagian tidak erpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

Bagian Ketiga
Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 31

Pengembangan wilzayah prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan
sektor/sub sektor dan potcnsi seria permasalahan yang mendesak
PENANZANANMYA.

Pasal 32

Kawasan prioritas di wilayah Ksbupaten Banyumas yang periu
diprioritaskan pengembangannya serta memerlukan dukungan penataan
ruang scgera dalam kurun waktu rencana terdiri atas

a. Kawasan Strategis

b. Kawasan Khusus

Pasal 33

Kawagan Strategis sehagaimana dimaksud Pasal 32 huruf a Peraturan

Dizerah ini terdiri atas *

a. [Kawasan Pertumbuhan Cepat dan sebagai pusat kegiatan wilayah,
terletak di Kota Purwokerio, Kota Ajibarang, Kota Wangon, Kota
Sumpiuh dan Kota Banyumas;

b. Kawasan Hutan;

¢ Kawasan Wisata Baturraden dan Kecamaran Banyumas.

Pasal 34

Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf b Peraturan Dacral

ini terdiri atas:

a. Kawasan Perbawasan terletak di Kecamaran-kecamatan [umbr,
Tambak, Peluncen, Gumelar, dan Sumbang;

b. Kawasan dengan Pertumbuhan Lambat, terletak di Kecamatan
kecamatan Lumbir, Gumelar, Purwojati, Kedungbanteng, Kebasen,
dan Sumbang,

BAB VI
PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Pasal 35

(1) Pemyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek
di kawasan budidaya dan kawaszn yang berfungsi lindung, yang
diszlenggarakan oleh Instznsi Pemerintah, swasta, masyarakat harus
berdasarkan pokok-pokak kebijakan scbagaimana dimaksud dalam
BAD VI peraturan dacrah ini.

2) . Indikasi program yang disusun, menjadi pedoman dalam Pemyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
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Pasal 36

Buku Rencana, Buku Kompilasi Data, Buku Analisis Data dan Album Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan penjelasan
lebih rinci dan menjadi bagian tidak werpisabkan dari Peraluran Dacraly ini.

Pasal 37

Rencana Tata Ruzng Wilayah Kabupaten Banyumas bersifat terbuka untuk
umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas dan
tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN
RENCANA TATA RUANGC WILAYAH

Pasal 38

(1) Pengendalian dan Pengawasan atas pelaksanaan Rencana Tatz Ruang
Wilayah Kabupaten Banyumas menurut Peraturan Daerah ini guna
menjamin fercepainya wjuan dan sasaran rencana sshagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

Bupati.

(Z) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Taia Ruang Wilavah Kabupaten
Banyumas dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 39

(1) Pengendalian pembanguman fisik di kawasan budidaya dilakukan
melzlui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah
Kabupaten Banyumas.

(2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintzh
Kabupaten Banyumas, berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah
mtm Baryumas dan peraturan perundang-undangan yang

T. 5

%

(3) Pemantavan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan
bertentangan dengan Peraturan daerah ini, menjadi wewenang ﬂ
seiempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) X 24 (dua
pulth empar) jam wajib melapor kepada Bupati,

BAB IX
PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 40

(1) Peninjauan kembali dan atau penyempuriaan yang diperlokan unmuk
mpﬁ strategi peleksanaan pemanfaatan ruang yang telah
ditctapkan dalam jangka waktu 10 (sepulub) ahun, dapar dilakukan
minimal 5 (lima) tahun sekali,

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka -

a, Ifegiamubudidqnmgwhhditmphndmb:mdadikamm
lindung kecuali hutan lindung dapat diteruskan sepaniang tidak
mengganggu fungsi lindung;

b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu
fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan fungsi
lindung, diawr sesual depgan ketenman yang herlakn  dalam
Perawran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

c.  Kegiamn budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai
mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah dan
dikembalikan sehagaimana fungsinya;
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Pasal 42

Ketentuan mengenai arahan pemanfastan ruang udara akan diawr lebih
lanjut sesuai dengan kefenmian peramran perundang-undangan yang
herlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUFP

Pasal 43
Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang masih
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Perawmran
Bupati.

Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Dacrah Tingkat [1 Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Ksbupaten Daerah Tingkat II Banyumas
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlak pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hanyumas.

Niundangken di Purwokerto

al 19 Desember 2003

SEERETAES P FREAH KABUPATEN

1

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS

Penjelasan Umum

Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan
keseimbangan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah
guna tercapainya pemerataan (equality) melalui proses pembangunan
yang berkelanjutan (sustainability). Sclain itu, pembangunan daerah
juga diarahkan untuk mengeliminasi atau mengurangi terjadinyva
kesenjangan antar wilayah (disparitas spatial) dalam hal perbedaan
tingkat kescjahteraan dan pertumbuban ckonominya. Seiring dengan
perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada
otonomi dacrah, dacrah mempunyai kewenangan penub uniuk
mengolah dan merencanakan pembangunan daerahnya sendiri, Unuk
itu, pemerintah dituntut untuk mampu berpikir integratf, bekeria
secara partisipatif, bertindak secara logis, strategis, dan
komprehensii dengan pendekatan penatzan ruang vang baru dan
akmuaal.

Rencana Tata Ruang Wilsyah (RTRW) merupakan bagian penting
dalam pembangunan daerah. Sehagai kehijakan spasial makro yang
melingkupi seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, RTRW Kabupaten
Banyumas merupakan masierplan atau rencans induk bagi
pengembangan wilayah yang memuat penentuan dan pengaturan
pusat-pusat kegiatan secara hirarkis, dan sistem permukiman yang

}l Pada Thugeal 19 Pee 905 Pada - 1 e
i
|
i

ttd. terintegrasi dalam suatu sistem perwilayahan. Ruang dalam arti
o e T wadah kehidupan manusia yang meliputi tanah, air dan ruang angkasa
50 : ARIS SETIONO beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai sani
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kesatuan, dimana ketersediaannya bulannya tidak terbatas, baik dalam
pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, schingga kegiatan
budideya untuk pemanfaatannya yang (idak terkendall akan
menyebabkan kerusakan lingkungan ruang itu sendiri yang pada
akhimya berakibat malapetaka bagi kehidupan manusia.

Rencana Tata Rusng Wilayah memuai kebijakan alokasi dan
intensitas kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakal, menetapkan
fungsi dan peran pusat-pusat kegiatan dalam suatu sisten perwilayahan,
memberikan arahan dalam pengembangan transportasi, fasilitas dan
utilitas agar interaksi sosial ekonomi yang terjadi di wilayah terscbut
dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan yang hendak dicapai,
Mclalui Rencana Tata Ruang Wilayeh ini diharapkan mampu mengelola
sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya menusia,
maupun sumber daya buatan di setiap Sub Wilayah Pembangunan, dan
dupat direncanakan dan dimanfaatican sebaik mungkin hagi kegiatan
pembangunan tanps mengabaikan keseimbangan dan kelestarian fungsi
lingkungan hitup.

Rencana Tata Ruzng Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas yang
ada sudah berada pada masa akhir perencanaan di tahun 2002, Seiring
dengan perkembangan wilayah terdapat permasalahan pembangunan
yang sampai saat ini masih terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas,
{fimhlmih terkonsentrasinys penduduk dan aktifitas pada lokasi

tertentu, khususmya terjadi di pusat-pusat ibukota kecamatan dan

pada lokasi jalur utama transportasi yaitu jalur Tegal-Purwokerto-

Yopyakarta dan Cilacap-Purwokerto-Semarang;

2. Belum berperannya pusat-pusat permumbuhan dalam usaha
menycharkan kcgintan (trickling dewn) ke daemh pelayanannyz,
sehingga kegiatan masih terkonsentrasi pada pusat pertumbuhan,
dan menciptakan ketidakseimbangan pertumbuhan antar wilzyah
(disparisas spatial);

32

3. Tingkat pertambuhan penduduk cukup tinggi khususnya di
Kecamatan-kecamatan: Sokn:?, Furv;.;ukeglm Sdan:l
Kembaran, Cilongok, Purwokerto Utara, Sumbang, Patikraja,
Kedungbanteng, dan Karanglewas yang melebihi pertumbuhan
penduduk rata-rata sebesar 0,846 %;

4. Proses industrialisasi/home industri (genteng, batubata, kapur)
yang berindikasi pada kerusakan lingkungan/erosi dan
penurunan kesuburan tanah;

3. Feran sektor pertanian sebagai sckior dominan tetapi dalam
perkembangannyn mengalami penurunan;

6. :plu{tani sumberdaya alam melalui kegiatan

galian yang berlebihan dan melebihi daya
' | dukung

Permasalaban yang terjadi tersebut harus ditidakianjuti melalui
pembangunan wilayali dengan pendekatan mang terpadu. Substansi
darl pendekatan ruang terpadu adalah penyebaran pusat-pusat
pertumnbuhan tidak hanya berada di kota-kota utama saja, namun
periu juga diciptakan pusat-pusat pertumbuhan di desa-desa yang
potensial. Pendekaran ini merupakan penerapan pembangunan yang
bersifat desentralistik konsentris. Desentralistik cilakuksn dengan
penyebaran invesmasi pembangunan ke seluruh wilayah yang tidak
hanya bermmpu pada pusat pertumbuhan wilayah di kota, akan tetapi
dilaksanakan juga dengan menyebarkan investasi pembangunan ke
Mh'::rilay:h (kota kecil) maupun wilayah perdesaan yang
berpotensi meyebarkan fungsi perkotaan sekaligus berfungsi sebagai
katalisator dalam memacu pembangunan di wilayah perdesaan.

1I. Penjelasan Pasal Demi Pasal
Pasal 1

Hurufa

Cukup jelas
Hurufh

Cukup jelas



Hurufc Huruf m
Sukupjclas Pembudidayaan kawasan dengan memperhatikan asas
Hurufd konservasi.
: Huruf n
Cukup jelas _ .
i Huruf o
Cukup jelas selas
Huruff | e H Mmp -
Yang dimaksud dengan wujud anukmnlpunan&:mmmanga ojadis
susunan unsur-unsur pembentukan rona lingkungan alam Hunfmmq
lingkungan sosizl dan lingkungan buatan yang sccara hirarkis dan Cukup jelas
struktural berhubungan satu dengan yang lain membentuk teta ruang. Huruf r
bt Culcup jelas
Wasjud struktur pemanfaatan ruang diantaranya meliputi Enm}n pusat T
pelayanan seperti pusat kota, pusat lingkungan, pusat pemerintahan, Cukup jelas
prasarana jalan, seperti jalanarteri, jalan kolektor dan jalan lokal. Hurufi
Cuikup jelas
Yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk Hurufu
pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi, satu | Cukup jelas
karakter kegiatan manusia danatau kegiatan alam.
Pasal2
Huruf g Cukup jelas
Cukup jelas
Hurufh Pasal3 e
Cukup Jelas Culup
Hurufi
Pasald4
Culkup jelas 2
Hurufj Cukup je
Hurufk i Pasal3
C jelas
Cukupjelas ukup je
Huruf | Pasal6
Kelestarian lingkungan hidup mencakup pula sumber daya buatan Cukup jelas

yang mempunyai nilai sejarah dan budaya bangsa.
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Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8 2
Cukup jelas

Pasal9
Cukup jelas

Pasal 10
Culup jelas

Pasal 11
Hirarki pusat pelayanan diranking dalam suatu hirarki berdasarkan
tingkat sentralitasnya. Indikator sentralitas pusat permukiman ini adalah
keragaman dan jumlah fungsi/fasilitas yang terdapat didalamnya. Untuk
pengukuran pusat pelayanan digunakan pendekatan metode skalogram
dengan pertimbangan dasar pada kelengkapan fasilitas khususnya
fasilitas regional yang rerkait langsung dengan pergerakan penduduk.

Pasal 12
Unmk mencapai tujuan pengembangan wilayah, didalam struktur tata
ruang dibentik sub-sub wilayah pembanguan (SWF) yang berfungsi
melayani kawasan sekitarnya sebagai daerah belakang (himerland),
terutama yang mempunyai mekanisme perskonomian yang sama.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan jalan arteri merupakan jalan umum yang
berfungsi melayani angkuran utama dengan ciri perjalanan jarak jauh,
kecepatan rata-rata tirggi, dan jumlah jalan masuk dibamasi secam
berdaya guna, sedangkan yang dimaksud dengan jalan arteri primer
merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
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Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Yang dimaksud dengan jalan kolektor merupakan jalan umum
yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atan pembagi
sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, sedangkan yang
dimaksud dengan p!zn kolekior primer merupakan jalan

Yang dimaksud dengan jalan lokal merupakan jalan umum yang

berfungsi melayani angkutan sztempat dengan ciri perjalanan

Eﬁm kecepatan rata-rata rendah, dalan jalan masuk tidak
[As1.

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Hurufa :

Yang dimaksud dengan kawasan huian lindung adalah hutan vang
memiliki sifat kbas yang mampu memberikan perlindungan
kepada kawasan sckitar maupun bawahannya sebagai pengatur
tata air, penccgahan bamjir dan erosi serta pemeliharaan
kesuburan tenah,

Huruf'b

sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang
mempunyal manfaal penting untuk mempertahankan kelestarian
fungsi sungai, sedangkan kawasan sekitar mawm air adalah
kawasan di sekitar mata air yang mempunyai manfaal penting
untuk mempertahankan fungsi mata air.
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Huruf ¢
Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertent,
baik di darat maupun di perairan yang mempunyzi fungsi pokok
scbagai kawssan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa scrta ckosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah
sistemn penyangga kehidupan,

Hurufd |
Kawasan rawan bencana adalash kawasan yang sering atau
berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Pasal 18
Hurufe

Kriteria fisingrafi seperti hutan lindung adalah :

a. kawasan dengan faktor-faktor lorong lapangan, jenis manah.
curgh hujan, yang melebihi nilai 175, dan/atau;

b. kawasan yang mempunyai lorong lapangan 40% atau lebih,
dan/atau;

c. kawasan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut
2.000 mater atau lebih.

Pasal 19

Kriteria Kawasan Sempadan Sungai adalah:

4. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotan ditetapkan
sckurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelsh fuar dan di
sepanjang kaki tanggul; :

b. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditctapkan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang
kaki tanggul;

¢. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada
sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus)
meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada wakiu
ditetapkan.
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d. Sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan
sdinsarian pedakriteria’

1. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3
(tiga) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada wakm
ditetapkan.

2. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga)
meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditetapkan
sekurang-kuraangnya 15 (lima belas) meter dihitung

3. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lehih
dari 20 (dua pulub) meter ditetapkan sekumng-
kurangnya 30 (tiga puluh) meter dibitung dari tepi
sungai pada wakw ditetapkan.

kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekitar mata air.

Pasal 20

Cukupjelas
Pasal 21

Cukupjelas
Pasal 22

Cukupjelas

Pasal 23

Hurufa
Yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan
yang diperuntukkan bagi hutan produksi baik produksi terbatas
dan produksi tetap maupun konservasi.

Hurufb
Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian adalah kawasan yang

" tawia, hostikul il ngan

tanaman tahunan/ perkebunan.
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Hurufc
Yang dimaksud dengan Kewasan Pertambangan adalah kawasan
Hurufd
Cukupjelas
Hurufe
Yang dimaksud dengan Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang
diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata.
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Hurufa
Yang dimaksud demgan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman
pangan lzhan bassh yang pengairannya dapat diperoleh secara

Huruf b
Yang dimaksud dengan Kawssan Pertanian Tanaman Pangan
Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukkan hagi tanaman
lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau (anaman
pangan.

Hurufe
Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan
adalah kawasan yang diperunmikkan bagi manaman perkebunan
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Hurufd

Hurufe

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan Kawasan Perikanan adalah kawasan
yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa
pertambakan/ kolam maupun perairan darat lainnya,

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan Wilayah Prioritas adalah wilayah
yang secara regional menyangkut hajat hicup orang banyak,
baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi,

sosial, budaya, lingkungan sehingga ringkat
penanggulengannya dintamakan dalam pelaksanaan
pembangunan.

Cukup jelas

Cukup jelas
4]



Pasal 34
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37 .
Cukup jelas

Pasal 38 )
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Yang dimaksud dengan peninjauan kembali adalah peninjauan
RTRW Kabupaten Banyumas untuk disesuaikan dengan keadaan
yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan dengan tetap

memperhatikan azas, tujuan, sasaran dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jeias
Pasal 44 )

Cukup jelas
Pasal 45 :

Cukup jelas
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